BAB V

PENUTUP

51. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka
peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gorontalo
Utara, adalah faktor eksternal yang meliputi adanya masyarakat yang kurang
proaktif terhadap program PTSL dikarenakan belum optimalnya upaya
sosialisasi dan penyuluhan PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional, banyaknya
tanah dan kepemilikan tanah yang bermasalah, peraturan/kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah masih belum memadai dalam menampung
permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PTSL, serta pemerintah desa
yang kurang bersinergi dalam pelaksanaan PTSL.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Masa mendatang adalah
pertama, dengan melakukan penataan institusi, meliputi pengoptimalan
Petunjuk Teknis Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/1/2022, memperbaiki dan
menambah sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas lapangan, serta
mengajukan penambahan sumber daya manusia di kementerian, khususnya
terkait tenaga Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB). Kedua, dengan penangan
masalah di luar institusi, yang meliputi membangun kesadaran masyarakat
dengan sosialisasi dan penyuluhan, evaluasi terhadap peraturan/kebijakan
PTSL, membangun spirit pemerintah desa, serta penanganan sengketa tanah

dengan memaksimalkan panitia ajudikasi.



5.2. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan
rekomendasi atau saran sebagai berikut :

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus
membangun sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder dari tataran antar
kementerian hingga sampai elemen pemerintah paling bawah yakni
pemerintah desa, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan
mengintensifkan upaya sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya
perlindungan hukum hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus
melekukan evualuasi seluruh peraturan dan kebijakan terkait dengan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagai langkah menciptakan
peraturan dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan hak atas tanah

masyarakat secara efektif dan optimal.

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus
mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana di tiap Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota sebagai penunjang jalannya program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten/Kota.

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara menginginkan agar
kiranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat memberikan sarana dan
prasarana yang memadai, khususnya terkait armada kendaraan dan sumber

daya manusia yang terampil.
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